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Hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan bagi para pihak terutama 
pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan keadilan sosial dalam hubungan kerja diantara para 
pihak yang memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar.   
Salah satu bentuk perjanjian kerja yang dilakukan dalam hukum ketenagakerjaan adalah dengan sistem 
outsourcing. Dalam melaksanakannya dibutuhkan perlindungan terhadap pekerja/buruh, meliputi: 
Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, perlindungan teknis Selain perlindungan hukum terhadap 
pekerja/buruh, perlindungan hukum terhadap pengusaha juga sangat diperlukan mengingat 
peranannya sebagai penyedia lapangan kerja dan sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara.  
Namun dalam praktek, perlindungan pekerja/buruh outsourcing sering tidak terlaksana. Hal ini 
menimbulkan permasalahan bahkan sampai ke pengadilan. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan solusi, antara lain: Outsourcing harus dapat 
diterima semua pihak karena dirasakan ada manfaatnya, mempunyai kepastian hukum dan memberi 
perlindungan bagi  semua pihak; Dibutuhkan campur tangan  untuk menjaga keseimbangan bagi para 
pihak melalui peraturan perundang-undangan; Perjanjian kerja  outsourcing hendaklah berdasarkan  
pada syarat untuk sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata ) dan keselarasan dari seluruh 
prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian; Pelaku bisnis menerapkan suatu pola hubungan 
win-win solution yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisma.  
Dengan demikian diharapkan dapat memberi perlindungan dan keadilan seperti yang terdapat pada : 
Pancasila; Pembukaan dan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1, ayat 2 , Pasal 33 UUD 45; Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/ 
PUU-IX/2011 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menakertrans No. B.31/PHI.JSK/I/2012, 
Tentang Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan 
Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Selain itu pengawasan dan penegakan dibidang ketenagakerjaan 
juga sangat dibutuhkan. 
 
Abstract: 
Employment law was born from the idea to provide protection for the parties, especially the workers / 
laborers as the underdog and social justice in the working relationship between the parties that have 
similarities and differences are quite large. 
One form of agreement of work done in employment law is the outsourcing system. In doing so it takes the 
protection of workers / laborers, include: Protection of economical, social protection, technical protection  
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Salah satu latar belakang lahirnya Undang-
undang Nomor  13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan adalah karena beberapa 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku selama ini termasuk sebagian yang 
merupakan produk kolonial menempatkan 
pekerja / buruh pada posisi yang kurang 
menguntungkan dalam pelayanan 
penempatan tenaga kerja dan sistem 
hubungan industrial yang menonjolkan 
perbedaan kedudukan dan kepentingan 
sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi 
dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan 
masa yang akan datang.1 
 
Lahirnya Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini 
diharapkan dapat: Menegakkan masalah 
perlindungan dan jaminan terhadap tenaga 
kerja; Melaksanakan berbagai instrumen 
internasional tentang hak-hak tenaga kerja 
yang telah diratifikasi; Sebagai anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
menjunjung tinggi dan melaksanakan 




                                                          
1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, Cetakan II, Yogyakarta: Pustaka 




















Dalam era globalisasi mempengaruhi 
berbagai bidang kehidupan seperti politik, 
teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. 
Hal ini menimbulkan berbagai dampak, 
antara lain:   Ketatnya persaingan, 
perubahan yang cepat terhadap stuktur dan 
teknologi. Pengusaha melakukan berbagai 
cara untuk dapat tetap bertahan hidup dan 
mendapatkan keuntungan, salah satu 
solusi yang diterapkan perusahaan adalah 
dengan melakukan perjanjian kerja 
outsourcing.  
 
Pengertian outsourcing di Indonesia secara 
tersurat tidak dinyatakan secara jelas 
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun 
secara tersirat mekanisme dan 
pengaturannya terdapat pada Pasal 64, 65 
dan 66. 
 
Secara umum outsourcing adalah 
pemindahan atau pendelegasian beberapa 
proses usaha kepada suatu badan penyedia 
jasa, dimana badan penyedia jasa 
tersebutlah yang melakukan administrasi 
dan managemen berdasarkan ketentuan 
yang telah disepakati bersama oleh para 
pihak. Pengalihan sebagian kegiatan usaha 
dalam system outsourcing ini adalah 
didasarkan pada perjanjian kerja 
outsourcing. Dengan adanya perjanjian 
kerja menimbulkan perikatan atau 
hubungan hukum bagi para pihak. Secara 
In addition to the legal protection of workers / laborers, legal protection against employers also urgently 
needed in view of its role as an employer and as a driver of the economy of a country. 
But in practice, the protection of workers / labor outsourcing is often not implemented. This poses a 
problem even to the court. 
To overcome these problems, solutions are needed, among others: Outsourcing should be acceptable to all 
parties because there are perceived benefits, have legal certainty and the protection of all parties; 
Intervention is needed to maintain the balance to the parties through legislation; Let the outsourcing 
employment agreement based on the requirement for the validity of a treaty (Article 1320 of the Civil 
Code) and the alignment of all the general principles contained in the law of treaties; Business person 
applying a pattern of win-win relationship that reflects a symbiotic relationship mutualisma. 
It is expected to provide protection and justice as well as on: Pancasila; Preamble and Article 27 paragraph 
2, Article 28 D, paragraph 1, paragraph 2, Article 33 of the Constitution 45; Law No. 13 of 2003 on 
Employment; Constitutional Court Decision No. 27 / PUU-IX / 2011, which was followed by the 
minister Circular Letter No. B.31 / PHI.JSK / I / 2012, About Outsourcing and Employment 
Agreement Specific Time (PKWT), the Minister of Manpower and Transmigration No.19 of 2012 on 
Conditions of Work Implementation Delivery of a proportion of the Other Company. Besides supervision 
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umum perjanjian adalah: “Merupakan 
peristiwa dimana seorang berjanji kepada 
orang lain atau dimana dua orang itu 
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 
hal, dari peristiwa ini timbullah suatu 
hubungan hukum antara pihak-pihak 
tersebut yang disebut perikatan”2 
 
Mekanisme dan pengaturan outourcing 
pada Pasal 64, 65 dan 66 Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, menggambarkan 
hubungan yang terjadi diantara para pihak 
tidak seimbang atau hubungan diperatas. 
Secara yuridis kedudukan pekerja/buruh 
adalah bebas dan seimbang. Dalam hal ini 
pelaksanakan suatu perjanjian, seharusnya 
kepentingan pekerja / buruh dan 
pengusaha akan bersamaan dijamin oleh 
hukum secara seimbang agar tujuan 
perjanjian itu dapat dicapai yaitu 
tercapainya keadilan. Namun pada 
praktek, posisi pemberi kerja dengan 
pekerja/buruh sering dalam keadaan tidak 
seimbang, pemberi kerja selalu berada 
dalam posisi yang kuat, sedangkan 
pekerja/buruh sebagai yang membutuhkan 
pekerjaan selalu berada dalam posisi yang 
lemah sehingga cenderung menuruti syarat 
yang diajukan oleh pemberi kerja.3 Disisi 
lain pengusaha juga membutuhkan 
perlindungan agar tetap dapat 
menjalankan usahanya dengan baik, 
karena keduanya saling membutuhkan. 
Untuk menjaga kepentingan yang berbeda 
diantara keduanya dibutuhkan intervensi 
pemerintah melaui regulasi perundang-
undangan, pengawasan dan penegakan 
hukum ketenagakerjaan. Dalam situasi 
seperti ini dibutuhkan hubungan 
kontraktual yang proporsional antara 
pelaku bisnis diterapkan suatu pola 
hubungan win-win solution yang 
                                                          
2 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, 
Bandung: Alfabeta, 2003, hal. 73. 
3 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum 
Perjanjian Indonesia: Hukum Pejanjian Berlandaskan 
Asas-asas Wigati Indoonesia, Bandung: PT.Citra 
Aditya Bakti, 2006, hal. 318. 
mencerminkan suatu hubungan simbiosis 
mutualisma.4  
 
Melihat permasalahan-permasalahan yang 
dikemukakan diatas, maka dibutuhkan 
suatu solusi agar outsourcing dapat diterima 
semua pihak dengan baik, dirasakan ada 
manfaatnya, mempunyai kepastian hukum 
dan memberi perlindungan bagi semua 
pihak. Perlindungan diberikan mengingat 
outsourcing dibutuhkan walaupun 
menimbulkan pro dan kontra. Di satu 
pihak oleh pengusaha keberadaan 
outsourcing dibutuhkan dalam 
meningkatkan kinerja perusahaan agar 
dapat terus kompetitif dalam menghadapi 
perkembangan ekonomi dan teknologi 
global. Sementara dari sisi pekerja/buruh 
dianggap merugikan, antara lain karena: 
Lemahnya posisi tawar dan perlindungan 
terhadap hak-hak pekerja/buruh; 
Mengurangi kemungkinan untuk masuk 
dalam serikat-serikat pekerja; Hubungan 
kerja yang tidak jelas; Tidak adanya sanksi 
yang tegas bagi pengusaha yang melanggar 
hukum ketenagakerjaan; Kurangnya 
pembinaan, pengawasan dan penegakan 
hukum dari pemerintah dibidang 
ketenagakerjaan.   
 
Perlindungan hukum diberikan sesuai 
dengan: Pembukaan UUD 1945 yaitu 
berdasarkan  Pancasila; UUD 1945 yaitu: 
Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1, ayat 2 , 
Pasal 33; Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
27/PUU-IX/2011 yang ditindaklanjuti 
dengan Surat Edaran Menakertrans No. 
B.31/PHI.JSK/I/2012, Tentang 
Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT), Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 
Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat 
Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan 
Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. 
Disamping itu juga didalam pembuatan 
perjanjian kerja outsourcing harus 
menerapkan keselarasan seluruh prinsip-
prinsip hukum perjanjian yang didalamnya 
                                                          
4 J.H. Niewenhuis, Hoofdstuken Verbintennissen recht” 
atau Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan 
Djasadin Saragih , terbitan Januari 1985, hal. 6 . 
  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH DAN PENGUSAHA 
DALAM PELAKSANAAN OUTSOURCING DI INDONESIA 
4 
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No.2, Maret 2015 
mencerminkan: Asas kebebasan 
berkontrak, asas kesepakatan, asas 
kepastian hukum, asas itikad baik, asas 
kepribadian, asas kepercayaan, asas 
persamaan hukum, asas kepatutan, asas 
moral, asas keterbukaan, asas 
keseimbangan, dan asas perlindungan bagi 
para pihak. Kesemuanya asas ini harus 
diberlakukan secara bersamaan, tidak 
terpisah-pisah tetapi merupakan satu 
kesatuan, merupakan bingkai yang utuh 




Dari uraian diatas, penulis merumuskan 2 
permasalahan yang akan dibahas lebih 
lanjut yaitu: 
1. Apakah perjanjian kerja outsourcing 
telah memberikan perlindungan hukum 
bagi pekerja/buruh dan pengusaha di 
Indonesia? 
2. Bagaimana upaya pemerintah agar 
outsourcing dapat diterima semua pihak 




A.  Tinjauan Umum Perjanjian 
Outsourcing 
1. Pengertian outsourcing 
 
Beberapa pakar memberi 
pengertian mengenai outsourcing 
sebagai berikut: 
 
Maurice F Greaver II pada 
bukunya “Strategic outsourcing A 
Structured Approach to Outsourcing 
Decissions and Initiatives” 
dijabarkan sebagai berikut: “ 
Outsourcing is the act of transferring 
some of an organization’s recurring 
internal activities and decision rights 
to outside providers as set  forth in a 
contract “.5  
 
Pada definisinya tersebut Maurice 
memandang outsourcing sebagai 
suatu tindakan mengalihkan 
beberapa aktivitas perusahaan 
dan hak pengambilan 
keputusannya kepada pihak lain 
(outside provider), dimana tindakan 
ini terikat dalam suatu kontrak 
kerjasama.  
 
Sementara menurut Libertus 
Jehani: Outsourcing adalah: 
penyerahan pekerjaan tertentu 
suatu perusahaan kepada pihak 
ketiga yang dilakukan dengan 
tujuan untuk membagi risiko dan 
mengurangi beban perusahaan 
tersebut. Penyerahan pekerjaan 
tersebut dilakukan atas dasar 
perjanjian kerjasama operasional 
antara perusahaan pemberi kerja 
(principal) dengan perusahaan 
penerima pekerjaan (perusahaan 
outsourcing).6 
 
Aloysius Uwiyono, pada saat 
Judicial Review Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, mengemukakan 
bahwa konstruksi hukum sistem 
outsourcing, yaitu: “adanya suatu 
perusahaan penyedia jasa pekerja 
merekrut calon pekerja untuk 
ditempatkan di perusahaan 
pengguna.7  
 
Muzni Tambuzai, Direktur 
Jenderal Pembinaan Hubungan 
Industrial pada Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
mengemukakan pengertian 
                                                          
5 Maurice F Greaver II, Strategic Outsourcing, A 
Structured Approach to Outsourcing Decissions and 
Initiatives, New York: Amacom, 1999, hal. 3. 
6 Jehani Libertus, Hak-Hak Karyawan Kontrak, 
Forum Sahabat, 2008, hal. 1. 
7 Angkringanindustrialrelation.blogspot.com/?m=0, 
Aloysius Uwiyono bertindak, bertindak sebagai ahli 
hukum untuk memberikan pandangannya yang 
diajukan oleh pemohon yang terdiri dari perwakilan 
Serikat pekerja, diakses tgl 23 Maret 2015 pukul 
15.07. 
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outsourcing adalah: “Sebagai 
memborongkan satu bagian atau 
beberapa bagian kegiatan 
perusahaan yang tadinya dikelola 
sendiri kepada perusahaan lain 
yang kemudian disebut sebagai 
penerima pekerjaan”.8 
 
Dari beberapa pengertian yang 
dikemukakan diatas secara umum 
outsourcing diartikan sebagai 
pemindahan atau pendelegasian 
beberapa proses bisnis kepada 
suatu badan penyedia jasa. 
Dimana badan penyedia jasa 
tersebut melakukan proses 
administrasi dan manajemen 
berdasarkan definisi serta kriteria 
yang telah disepakati. Outsourcing 
hadir karena adanya keinginan 
dari perusahaan (perusahaan 
pengguna atau pemesan, user 
atau principal) untuk 
menyerahkan sebagian kegiatan 
perusahaan kepada pihak lain 
(perusahaan outsourcing) agar ia 
dapat berkonsentrasi penuh pada 
proses bisnis perusahaan (core 
business). Karena itu, pekerjaan 
yang di-outsourcing-kan bukanlah 
pekerjaan yang berhubungan 
langsung dengan inti bisnis 
perusahaan, melainkan pekerjaan 
penunjang (staff level ke bawah), 
meski terkadang ada juga posisi 
manajerial yang di-outsourcing-
kan, namun tetap saja hanya 
untuk pekerjaan dalam tenggang 
waktu tertentu seperti proyek. 
2. Pengaturan outsourcing menurut 
Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan 
Secara tersurat dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 
                                                          
8 Muzni Tambusai, Pelaksanaan outsourcing (alih daya) 
ditinjau Dari aspek Hukum ketenagakerjaan tidak 
mengaburkan hubungan industry 
http;/www.nakertrans.go.id/arsipberita/naker/outs
ourcing.php, 29 Mei 2005. 
 
Tentang Ketenagakerjaan tidak 
mengenal istilah outsourcing, 
pengaturannya dapat kita 
temukan pada Pasal 64 s/d Pasal 
66, Putusan MK Nomor 
27/PUU-IX/2011 yang 
ditindaklanjuti dengan Surat 
Edaran Menakertrans Nomor 
 B.31/PHIJSK/2012 Tentang 
Outsourcing dan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT) serta 
Peraturan Menteri tenagakerja 
dan Transmigrasi No. 19 Tahun 
2012 Tentang Syarat-syarat 
Penyerahan Sebahagian 
Pelaksanaan Pekerjaan kepada 
Perusahaan Lain. 
Berdasarkan ketentuan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang ketenagakerjaan 
tersebut, outsourcing hanya dapat 
dilakukan dengan pekerjaan yang 
bukan tugas utama (core business) 
melainkan pekerjaan yang bersifat 
penunjang saja (noncore business). 
Sehingga tidak semua jenis 
pekerjaan dapat diberikan dengan 
menggunakan sistem outsourcing. 
Sebelum suatu perusahaan 
memutuskan untuk menggunakan 
sistem outsourcing, perusahaan 
tersebut haruslah dapat 
membedakan manakah yang 
termasuk kegiatan utama dalam 
perusahaanya dan manakah yang 
merupakan kegiatan penunjang. 
Penjelasan Pasal 66 ayat (1) Pada 
pekerjaan yang berhubungan 
dengan kegiatan usaha pokok 
atau kegiatan yang berhubungan 
langsung dengan proses produksi, 
pengusaha hanya diperbolehkan 
mempekerjakan pekerja/buruh 
dengan perjanjian kerja waktu 
tertentu dan/atau perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu. Yang 
dimaksud kegiatan jasa 
penunjang atau kegiatan yang 
tidak berhubungan langsung 
dengan proses produksi adalah 
kegiatan yang berhubungan di 
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luar usaha pokok (core business) 
suatu perusahaan. Kegiatan 
tersebut antara lain: usaha 
pelayanan kebersihan (cleaning 
service), usaha penyediaan 
makanan bagi pekerja / buruh 
catering, usaha tenaga pengaman 
(security / satuan pengamanan), 
usaha jasa penunjang di 
pertambangan dan perminyakan, 
serta usaha penyediaan angkutan 
pekerja /buruh.9 
3. Alasan penggunaan outsourcing 
Dewasa ini para pengusaha lebih 
banyak menggunakan sistem 
outsourcing dalam hubungan 
industrial. Hal tersebut 
dikarenakan dalam sistem 
outsourcing terdapat lima (5) 
keuntungan jangka panjang yaitu: 
Meningkatkan fokus bisnis 
perusahaan; masuk pada 
kemampuan kelas dunia; 
mempercepat keuntungan dari re-
engineering (tehnologi baru); 
membagi resiko usaha; 
menggunakan sumber-sumber 
yang ada untuk aktivitas yang 
lebih strategis.10 
4. Hubungan hukum para pihak 
dalam perjanjian kerja 
outsourcing 
Menurut Soepomo sebagaimana 
dikutif Abdul Khakim, hubungan 
kerja ialah:  
[[“Suatu hubungan antara seorang 
buruh dan seorang majikan 
dimana hubungan kerja itu terjadi 
setelah adanya perjanjian kerja 
antara kedua belah pihak. Mereka 
terikat dalam suatu perjanjian, di 
satu pihak pekerja/buruh bersedia 
bekerja dengan menerima upah 
                                                          
9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan Op.Cit, bagian Penjelasan Pasal 66 
ayat (1) 
10 Chandra Suwondo, Outsourcing; Implementasi di 
Indonesia, Jakarta: Elex Media Computindo, 2003, 
hal. 58. 
dan pengusaha mempekerjakan 
pekerja/buruh dengan memberi 
upah”. 11  
Aloysius Uwiyono memandang 
hubungan kerja dalam konteks 
hukum Indonesia adalah bahwa 
hubungan kerja berkaitan dengan 
hubungan kontraktual yang 
dibuat antara pekerja dengan 
pengusaha.12 
Pasal 1 ayat (15) Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan menyatakan 
bahwa hubungan kerja adalah: 
“Hubungan hukum yang timbul 
antara pekerja dan pengusaha 
berdasarkan perjanjian kerja yang 
memiliki ciri-ciri adanya upah, 
adanya perintah, dan adanya 
pekerjaan”. 
Dari pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa unsur-unsur 
dari sebuah hubungan kerja 
adalah adanya pekerjaan, adanya 
perintah dan adanya upah.  
Pekerjaan (arbeid) yaitu objek 
yang diperjanjikan untuk 
dikerjakan oleh pekerja/buruh 
sesuai dengan kesepakatan 
dengan pengusaha “asalkan tidak 
bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, kesusilaan, 
dan ketertiban umum”.13 
Dibawah perintah (gezag ver 
houding) artinya pekerjaan yang 
dilakukan oleh pekerja/buruh 
atas perintah majikan, sehingga 
bersifat subordinasi.   
                                                          
11 Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan 
Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, 
hal. 25. 
12 Aloysius Uwiyono, makalah disampaikan dalam 
Seminar Sehari Tentang Outsourcing PascaPutusan 
Mahkamah Konstitusi, Kantor Hukum Haryo 
Wibowo SH dan GMT Insititute Of Property 
Management, Jakarta, 6 Maret 2012. 
13Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca 
Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 36. 
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Pengertian upah adalah 
pengertian sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 1 angka 30 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan yang 
menyebutkan upah adalah:  
hak pekerja/buruh yang diterima 
dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari 
pengusaha atau pemberi kerja 
kepada pekerja /buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan 
perundang-undangan, termasuk 
tunjangan bagi pekerja / buruh 
dan keluarganya atas suatu 
pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan.  
Hubungan kerja tersebut adalah 
sesuatu yang abstrak, sedangkan 
perjanjian kerja adalah sesuatu 
yang konkret atau nyata. Dengan 
adanya perjanjian kerja, akan 
menimbulkan ikatan antara 
pengusaha dan pekerja. Dengan 
perkataan lain, ikatan karena 
adanya perjanjian kerja inilah 
yang merupakan hubungan 
kerja.14 
Menurut Subekti sebagaimana 
dikutip Abdul Khakim, 
Perjanjian Kerja adalah: 
“perjanjian antara seorang buruh 
dan seorang majikan, perjanjian 
mana ditandai dengan ciri adanya 
suatu upah atau gaji tertentu yang 
diperjanjikan dan adanya suatu 
hubungan diperatas 
(dienstverhoeding), dimana pihak 
majikan berhak memberikan 
perintah- perintah yang harus 
ditaati oleh pihak lain”.15 
Secara umum pengertian dari 
Perjanjian Kerja dapat dilihat 
dalam Pasal 1 angka 14 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 
                                                          
14 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009, hal. 45. 
15 Abdul Khakim, Op.Cit. hal. 55. 
Tentang Ketenagakerjaan yang 
berbunyi: “Perjanjian kerja 
adalah perjanjian antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha 
atau pemberi kerja yang memuat 
syarat-syarat kerja, hak, dan 
kewajiban para pihak”. 
Selanjutnya dalam Pasal 1601 
KUHPerdata disebutkan 
perjanjian kerja ialah suatu 
perjanjian dimana pihak yang 
satu buruh mengikatkan dirinya 
untuk bekerja pada pihak lainya 
sebagai majikan dengan 
mendapatkan upah selama waktu 
tertentu.  
Dalam perjanjian kerja outsourcing 
terdiri dari: Perusahaan pemberi 
pekerjaan, perusahaan penyedia 
jasa pekerja / buruh dan pekerja / 
buruh outsourcing. Hubungan 
kerjasama yang terjadi adalah: 
Pertama, antara perusahaan 
penyedia jasa pekerja / buruh 
dengan perusahaan pemberi 
pekerjaan yang diikat dengan 
suatu perjanjian tertulis, dapat 
berbentuk perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau 
perjanjian penyediaan jasa 
pekerja/buruh. Kedua, Perjanjian 
antara perusahaan penyedia jasa 
pekerja / buruh dengan pekerja / 
buruh outsourcing. Dengan adanya 
2 perjanjian tersebut, pekerja / 
buruh sehari-hari bekerja di 
perusahaan pemberi pekerjaan 
namun statusnya adalah sebagai 
pekerja / buruh perusahaan 
penyedia jasa. Pemenuhan hak-
hak pekerja/buruh seperti 
perlindungan upah dan 
kesejahteraan, syarat-syarat kerja 
dan perselisihan yang timbul 
tetap merupakan tanggung jawab 
perusahaan penyedia jasa. 
Perjanjian kerja antara pekerja / 
buruh outsourcing dengan 
perusahaan penyedia jasa pekerja 
/ buruh dapat berupa Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
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maupun Perjanjian Kerja Waktu 
Tidak Tertentu (PKWTT).16 
Perjanjian kerja antara pekerja / 
buruh outsourcing dengan 
perusahaan penyedia jasa 
biasanya mengikuti jangka waktu 
perjanjian kerjasama antara 
perusahaan penyedia jasa dengan 
perusahaan pemberi pekerjaan.  
Tentang hubungan kerja, timbul 
permasalahan hukum, antara 
lain: Pekerja/buruh  harus tunduk 
pada Peraturan Perusahaan (PP) 
atau Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) yang berlaku pada 
perusahaan pemberi pekerjaan 
tersebut, sementara secara hukum 
tidak ada hubungan kerja antara 
keduanya; Apabila terjadi 
pelanggaran oleh pekerja / 
buruh outsourcing, perusahaan 
pemberi pekerjaan tidak 
berwenang untuk 
menyelesaikannya karena tidak 
mempunyai hubungan kerja 
walaupun peraturan yang 
dilanggar adalah peraturan 
perusahaan pemberi pekerjaan; 
Peraturan perusahaan berisi 
tentang hak dan kewajiban antara 
perusahaan dengan pekerja 
/buruh outsourcing. Hak dan 
kewajiban menggambarkan suatu 
hubungan hukum antara pekerja 
dengan perusahaan, sementara 
keduanya tidak memiliki 
hubungan kerja secara langsung, 
baik dalam bentuk Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
maupun Perjanjian Kerja Waktu 
Tidak Tertentu (PKWTT); 
Dalam perjanjian kerjasama 
antara perusahaan penyedia jasa 
dengan perusahaan pemberi 
pekerjaan tidak jelas di awal, 
tentang ketentuan apa saja yang 
harus ditaati oleh pekerja 
outsourcing selama ditempatkan 
pada perusahaan pemberi 
                                                          
16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan Op.Cit, Pasal 56-60. 
pekerjaan tidak boleh 
diasumsikan peraturan tersebut 
dilaksanakan secara total oleh 
pekerja /buruh outsourcing. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa 
perkembangan dunia usaha 
sangat dipengaruhi oleh situasi 
dan kondisi hubungan industrial, 
utamanya peranan pihak-pihak 
yang berkepentingan dalam dunia 
usaha tersebut (stake holders) perlu 
diperhatikan. Semakin baik 
hubungan industrial maka 
semakin baik perkembangan 
dunia usaha.17 Jadi keharmonisan 
dalam hubungan industrial 
tergantung bagaimana para pihak 
memenuhi kewajibannya 
terhadap pihak lain sehingga 
pihak yang lain itu mendapatkan 
hak-haknya.  
 
B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja 
/Buruh dan Pengusaha Dalam 
Pelaksanaan Outsourcing. 
1. Perlindungan hokum 
 
Menurut Senjun H. Manulang, 
sebagaimana dikutif oleh Hari 
Supriyanto tujuan hukum 
perburuhan adalah: 18 
a) Untuk mencapai atau 
melaksanakan keadilan sosial 
dalam bidang ketenagakerjaan; 
b) Untuk melindungi tenaga kerja 
terhadap kekuasaan yang tak 
terbatas dari pengusaha, 
misalnya dengan membuat 
perjanjian atau menciptakan 
peraturan - peraturan yang 
bersifat memaksa agar 
pengusaha tidak bertindak 
sewenang - wenang terhadap 
tenaga kerja sebagai pihak 
yang lemah.  
 
                                                          
17 Adrian Sutedi, Op.Cit. hal. 38. 
18 Hari Supriyanto, Perubahan Hukum Privat ke 
Hukum Publik, Studi Hukum Perburuhan di 
Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 
2004, hal.19. 
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Soepomo membagi 3 macam 
perlindungan terhadap pekerja / 
buruh, masing-masing:  
 
a) Perlindungan ekonomis, yaitu 
perlindungan tenaga kerja 
dalam bentuk penghasilan 
yang cukup, termasuk bila 
tenaga kerja tidak mampu 
bekerja di luar kehendaknya.  
b) Perlindungan sosial, yaitu 
perlindungan tenaga kerja 
dalam bentuk jaminan 
kesehatan kerja, dan 
kebebasan berserikat dan 
perlindungan hak untuk 
berorganisasi.  
c) Perlindungan teknis, yaitu 
perlindungan tenaga kerja 
dalam bentuk keamanan dan 
keselamatan kerja.19  
 
Menurut Imam Soepomo, sebagai 
mana dikutif Asri Wijayanti, 
pemberian pelindungan pekerja 
meliputi lima bidang hukum 
perburuhan, yaitu:  
 
1. pengerahan / penempatan 
tenaga kerja,  
2. hubungan kerja, 
3. bidang kesehatan kerja, 
4. bidang keamanan kerja,  
5. bidang jaminan sosial buruh.20  
 
Perlindungan hukum selalu 
terkait dengan peran dan fungsi 
hukum sebagai pengatur dan 
pelindung kepentingan 
masyarakat, Berkaitan dengan 
peran hukum sebagai alat untuk 
memberikan perlindungan dan 
fungsi hukum untuk mengatur 
pergaulan serta menyelesaikan 
masalah-masalah yang timbul 
dalam masyarakat, Bohannan 
yang terkenal dengan konsepsi 
reinstitutionalization of norm, 
menyatakan bahwa:  
 
Suatu lembaga hukum 
merupakan alat yang 
                                                          
19 Abdul Khakim, Op.Cit., hal. 61. 
20 Asri Wijayanti, Op.Cit. hal. 11. 
dipergunakan oleh warga-warga 
suatu masyarakat untuk 
menyelesaikan perselisihan-
perselisihan yang terjadi dan 
untuk mencegah terjadinya 
penyalah-gunaan daripada 
aturan-aturan yang terhimpun di 
dalam pelbagai lembaga 
kemasyarakatan. Setiap 
masyarakat mempunyai lembaga-
lembaga hukum dalam arti ini, 




mengatakan lembaga hukum 
memberikan ketentuan- 
ketentuan tentang cara-cara 
menyelesaikan perselisihan-
perselisihan yang timbul di dalam 




Dalam rangka perlindungan bagi 
pekerja / buruh dan pengusaha 
dibutuhkan campur tangan 
pemerintah dalam bidang 
ketenagakerjaan untuk menjaga 
keseimbangan bagi para pihak 
melalui peraturan perundang-
undangan, sehingga menjadikan 
hukum perburuhan bersifat ganda 
yaitu privat dan publik. Hal ini 
seperti yang diungkapkan oleh 
Philipus M Hadjon bahwa: 
“hukum perburuhan merupakan 
disiplin fungsional karena 
memiliki karakter campuran yaitu 
hukum publik dan hukum 
privat”. Karakter hukum privat 
mengingat dasar dari hubungan 
hukum yang dilakukan oleh 
pemberi kerja dengan 
pekerja/buruh adalah perjanjian 
kerja. Sementara mempunyai 
karakter hukum publik karena 
hubungan hukum yang dilakukan 
oleh pemberi kerja dengan 
pekerja/buruh harus diatur dan 
                                                          
21 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum 
Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Jakarta: 
UI-Press, Cetakan Ketiga, 1983, hal. 15.  
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diawasi atau difasilitasi oleh 
pemerintah dalam rangka 
pemberian jaminan perlindungan 




merupakan unsur penting dalam 
perlindungan tenaga kerja, 





sistem dengan mekanisme yang 
efektif dan vital dalam menjamin 
efektivitas penegakan hukum 
ketenagakerjaan dan penerapan 
peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan dalam rangka 
menjaga keseimbangan antara 
hak dan kewajiban bagi 
pengusaha dan pekerja / buruh, 
menjaga kelangsungan usaha dan 
ketenangan kerja, meningkatkan 
produktivitas kerja serta 
melindungi pekerja / buruh. 
Pengawasan dibidang 
ketenagakerjaan juga didasarkan 
pada pokok-pokok yang 
terkandung dalam conventioan 
No.81 Concerning Labour Inspection 
in Industry and Commerce 
(Konvensi ILO No.81 mengenai 
Pengawasan Ketenagakerjaan 
dalam Industri dan Perdagangan) 
bagian Penjelasan. 
 
Disamping itu juga sangat 
diperlukan adanya penegakan 
hukum dibidang ketenagakerjaan. 
Penegakan hukum tidak hanya 
diartikan  sebagai penerapan 
hukum positif, tetapi juga 
penciptaan hukum 
positif.24Apabila timbul masalah 
dibidang ketenagakerjaan maka 
                                                          
22 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 
Argumentasi Hukum, Surabaya: UGM Press, 2005,  
hal. 41. 
23 Abdul Hakim, Op.Cit., hal. 123. 
24 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke 
Arah Pengembangan Hukum  
Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 52.  
hakim yang menangani tidak 
mengeluarkan putusan yang 
hanya didasarkan pada perjanjian 
semata yang telah didasari 
kebebasan berkontrak dan 
konsensualisme, namun harus 
memperhatikan keselarasan dari 
seluruh prinsip-prinsip yang ada 
dalam hukum perjanjian demi 
mewujudkan perlindungan dan 
keadilan bagi para pihak. 
2.  Alasan dan dasar perlindungan 
hukum bagi pekerja/buruh dan 
pengusaha 
Hukum ketenagakerjaan lahir 
dari pemikiran untuk memberi 
perlindungan bagi para pihak 
terutama pekerja/buruh sebagai 
pihak yang lemah dan keadilan 
sosial dalam hubungan kerja 
diantara para pihak yang 
memiliki persamaan dan 
perbedaan yang cukup besar. 
Persamaannya adalah bahwa 
manusia itu sama-sama ciptaan 
Tuhan yang memiliki martabat 
kemanusiaan sedangkan 
perbedaannya adalah dalam hal 
kedudukan atau status sosial-
ekonomi, dimana pekerja/buruh 
mempunyai penghasilan dengan 
bekerja pada pengusaha/majikan. 
Tujuan keadilan sosial dibidang 
ketenagakerjaan dapat 
diwujudkan salah satu caranya 
adalah dengan jalan melindungi 
pekerja/buruh terhadap 
kekuasaan yang tidak terbatas 
dari pihak majikan/ pengusaha, 
melalui sarana hukum yang ada.  
 
Indonesia sebagai salah satu 
negara yang berdasarkan atas 
hukum (rechtstaat) dan rule of law, 
masyarakat sangat membutuhkan 
perlindungan hukum untuk 
mendapatkan kepastian hukum, 
dan keadilan sehingga rakyat 
merasakan kesejahteraan serta 
kemakmuran. Oleh karena itu 
penegakan hukum yang 
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berkeadilan dan perlindungan hak 
asasi manusia (HAM), 
merupakan dua aspek penting 
didalam mewujudkan the rule of 
law dan merupakan ramuan dasar 
dalam membangun bangsa dan 
menjadi kebutuhan pokok 
bangsa-bangsa beradab dimuka 
bumi25. Perlindungan terhadap 
pekerja / buruh dapat dilihat 
pada alinea ke empat pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 
(UUD 45) dan Pasal 27 ayat 2, 
Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2 yang 
berbunyi UUD ‘45 
 
Fungsi dan tujuan hukum 
ketenagakerjaan tidak lepas dari 
tujuan hukum pada umumnya, 
yang oleh Gustav Radbrugh 
disebut tiga nilai dasar dari 
hukum yaitu: keadilan, 
kemanfaatan, dan kepastian 
hukum.26 Berbicara  tentang 
perjanjian tidak terlepas dari 
masalah keadilan. Perjanjian 
sebagai wadah kepentingan suatu 
pihak dengan pihak lain, 
menuntut bentuk pertukaran 
kepentingan yang adil. Apabila 
dilakukan analisis tentang asas 
perlindungan dan asas 
keseimbangan dalam perjanjian 
harus dimulai dari filosofi 
keadilan dalam perjanjian.  
 
Konsep dan makna keadilan yang 
digunakan dalam penulisan ini 
dengan menitik beratkan pada 
asas keseimbangan, 
perlindungan, kepatutuan dan 
itikad baik. Suatu aturan hukum 
haruslah dibuat dan dilaksanakan 
berdasarkan akal pikiran sehat 
berdasarkan penghargaan pada 
nilai-nilai moralitas kemanusiaan. 
                                                          
25 Ketut Sendra, Penerapan Asas Keterbukaan Dalam 
Perjanjian Polis Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum 
Terhadap Konsumen Asuransi Di Indonesia, Disertasi, 
Universitas Jayabaya Jakarta, 2013, hal.18-19. 
26 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial 
Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 
1977, hal. 42. 
Manusia sebagai makhluk ciptaan 
Tuhan tidak dapat hidup sendiri, 
tetapi selalu membutuhkan orang 
lain. Dalam menjalani kehidupan 
bersama itu diperlukan suatu 
keharmonisan, antara lain: Rasa 
kepedulian, kepekaan, tenggang 
rasa, saling menghormati dan 
saling menolong. Didalam 
merumuskan dan melaksanakan 
substansi hukum harus 
memperhatikan kepentingan 
semua pihak. Setiap warga 
masyarakat diperlakukan sama, 
tidak ada yang lebih tinggi 
maupun yang lebih rendah 
kedudukannya, juga mempunyai 
hak dan kewajiban yang sama 
untuk dilindungi. 
 
Secara umum nilai-nilai keadilan 
haruslah merupakan 
pencerminan sikap hidup 
kharakteristik bangsa Indonesia 
sebagaimana tertuang dalam 
Pancasila dan UD 45 yaitu 
didasarkan pada: nilai spritual, 
nilai proporsional, nilai 
keseimbangan, nilai kepatutan, 
itikat baik dan perlindungan. 
Nilai kemanusiaan didasarkan 
pada sila ke 2 dari pancasila yaitu 
Kemanusiaan yang adil dan 
beradab. 
 
Perlindungan hukum bagi pekerja 
/buruh outsourching (alih daya) 
dan pengusaha di Indonesia 
secara teori dapat dilihat pada: 
Undang-undang No. 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan 
(Pasal 64-66); Putusan MK No 
27/PUU-IX/2011 yang 
ditindaklanjuti dengan Surat 
Edaran Menakertrans 
Nomor B.31/PHIJSK/2012; 
Peraturan Menteri Tenagakerja 
dan Transmigrasi No. 19 Tahun 
2012 Tentang Syarat-syarat 
Penyerahan Sebahagian 
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Disamping itu apabila membuat 
suatu perjanjian hendaklah 
berdasarkan  prinsip-prinsip 
umum yang terdapat pada hukum 
perjanjian yaitu: Asas kebebasan 
berkontrak, asas konsensualisme, 
asas pacta sunt servanda, asas itikad 
baik asas kepribadian 
(personalitas).27Juga prinsip 
lainnya yaitu: Asas kepercayaan, 
asas persamaan hukum, asas 
keseimbangan, asas kepastian 
hukum, asas moral, asas 
kepatutan, asas kebiasaan, dan 
asas perlindungan.28 Selain 
prinsip-prinsip dalam perjanian 
diperlukan lagi syarat-syarat 
untuk sahnya suatu perjanjian. 
Pasal 1320 KUHPerdata 
menentukan  4 syarat sahnya 
perjanjian, yaitu:29 
 
1. Adanya kesepakatan kedua 
belah pihak. 
2. Kecakapan untuk melakukan 
perbuatan hukum. 
3. Adanya objek perjanjian 
4. Adanya kausa yang halal.  
3.  Perlindungan hukum pekerja 
/buruh dan pengusaha dalam 
perjanjian kerja outsourcing 
Di dalam Pasal 50 Undang-
undang Nomor 13 Tahun  2003 
Tentang Ketenagakerjaan 
dijelaskan bahwa hubungan kerja 
terjadi karena adanya perjanjian 
kerja antara pengusaha dengan 
pekerja /buruh30. Perjanjian kerja 
outsourcing melibatkan tiga pihak 
yaitu: Perusahaan pengguna jasa 
pekerja / buruh, perusahaan 
penyedia jasa, dan pekerja/buruh 
dimana masing-masing berupaya 
untuk menjaga agar hak dan 
                                                          
27 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik 
Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 
hal. 9. 
28 Ibid, hal. 13. 
29 Ibid, hal. 33-34. 
30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, Op.Cit., Pasal 50.  
kepentingannya dilindungi oleh 
hukum. Kedudukan pekerja pada 
hakikatnya dapat ditinjau dari 
dua segi, yaitu dari segi yuridis 
dan dari segi sosial ekonomis.  
 
Secara yuridis berdasarkan Pasal 
27 UUD 45 kedudukan pekerja 
/buruh sama dengan majikan 
/pengusaha, namun secara sosial 
ekonomis kedudukan keduanya 
tidak sama. Kedudukan secara 
sosial ekonomi yang tidak sama 
ini menimbulkan kecenderungan 
pihak pengusaha bertindak lebih 
dominan didalam menentukan isi 
perjanjian dengan mengutamakan 
kepentingannya dibandingkan 
dengan kepentingan pekerja 
/buruh. Untuk mencegah hal 
seperti ini maka sangat 
diperlukan adanya campur 
tangan pemerintah untuk 
memberikan perlindungan 
hukum. Perlindungan terhadap 
pekerja /buruh dimaksudkan 
adalah antara lain: Untuk 
menjamin terpenuhinya hak-hak 
dasar pekerja/buruh, menjamin 
kesamaan kesempatan serta 
perlakuan tanpa diskriminasi. 
 
Perlindungan terhadap pekerja 
/buruh dapat dilakukan baik 
dengan jalan memberikan 
tuntunan, santunan, maupun 
dengan jalan meningkatkan 
pengakuan hak-hak asasi 
manusia, perlindungan fisik dan 
sosial ekonomi melalui norma 
yang berlaku dalam perusahaan.31 
 
Pengawasan ketenagakerjaan 
juga dibutuhkan untuk 
meniadakan atau memperkecil 
pelanggaran terhadap norma 
kerja dan norma keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) sehingga 
proses hubungan industrial dapat 
berjalan dengan baik dan 
harmonis. Pengawasan 
                                                          
31 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum 
Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 78. 
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ketenagakerjaan merupakan 
unsur penting dalam 
perlindungan tenaga kerja, 





Dalam prakteknya perlindungan 
pekerja /buruh outsourcing sering 
tidak terlaksana disebabkan 
berbagai faktor, antara lain 
regulasi yang belum memadai, 
kurangnya pengawasan dari dinas 
ketenagakerjaaan dan penegakan 
hukum juga sangat 
mempengaruhi. Semua hal ini 
sangat berpeluang memunculkan 
sengketa ketenagakerjaan. Hal ini 
dapat dilihat dengan banyaknya 
terjadi sengketa yang diakibatkan 
adanya sistem outsourcing yang 
berlanjut hingga pengadilan dan 
pada umumnya pihak 
pekerja/buruhlah yang paling 
banyak dirugikan atau sebagai 
pihak yang kalah.  
 
Secara umum ada beberapa hak 
pekerja yang dianggap mendasar 
dan harus dijamin, kendati dalam 
penerapannya bisa sangat 
ditentukan oleh perkembangan 
ekonomi dan sosial-budaya dan 
masyarakat atau negara di mana 
suatu perusahaan beroperasi, 
diantaranya:33 
 
a. Hak atas pekerjaan 
 
Hak atas pekerjaan merupakan 
suatu hak asasi manusia. 
Karena demikian pentingnya 
Indonesia dengan jelas 
mencantumkan, dan 
menjamin sepenuhnya, hak 
atas pekerjaan ini dapat dilihat 
pada Pasal 27, ayat 2, UUD 
45: “Tiap-tiap warga negara 
                                                          
32 Abdul Khakim, Op.Cit., hal. 123. 
33 A. Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan dan 
relevansinya, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius, 1998, 
hal. 162-172. 
berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan.” 
 
b. Hak atas upah yang adil 
 
Upah sesungguhnya adalah 
perwujudan atau kompensasi 
dari hasil kerjanya. Setiap 
orang berhak untuk 
memperoleh upah yang adil, 
yaitu upah yang sebanding 
dengan tenaga yang telah 
disumbangkannya.  
c. Hak untuk berserikat dan 
berkumpul 
 
Untuk bisa memperjuangkan 
kepentingannya, khususnya 
hak atas upah yang adil, 
pekerja harus diakui dan 
dijamin haknya untuk 
berserikat dan berkumpul. 
Mereka harus dijamin haknya 
untuk membentuk serikat 
pekerja dengan tujuan bersatu 
memperjuangkan hak dan 
kepentingan semua anggota 
mereka. Dengan berserikat 
dan berkumpul, posisi mereka 
menjadi kuat dan karena itu 
tuntutan wajar mereka dapat 
lebih diperhatikan, yang pada 
gilirannya berarti hak mereka 
akan lebih bisa dijamin.34 
d. Hak atas perlindungan 
keamanan dan kesehatan 
 
Dasar dan hak atas 
perlindungan keamanan, 
keselamatan, dan kesehatan 
kerja adalah hak atas hidup. 
Jaminan ini mutlak perlu sejak 
awal sebagai bagian integral 
dari kebijaksanaan dan operasi 
suatu perusahaan. Resiko 
harus sudah diketahui sejak 
awal, hal ini perlu untuk 
mencegah perselisihan 
dikemudian hari bila terjadi 
                                                          
34 Ibid, hal. 168 
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sesuatu hal yang tidak 
diinginkan.35 
 
e. Hak untuk diproses hukum 
secara sah 
 
Hak ini terutama berlaku 
ketika seorang pekerja/buruh 
dituduh dan diancam dengan 
hukuman tertentu karena 
diduga melakukan 
pelanggaran atau kesalahan 
tertentu. Ia wajib diberi 
kesempatan untuk 
membuktikan apakah ia 
melakukän kesalahan seperti 
dituduhkan atau tidak.36  
 
f. Hak untuk diperlakukan 
secara sama 
 
Artinya, tidak boleh ada 
diskriminasi dalam 
perusahaan apakah 
berdasarkan warna kulit, jenis 
kelamin, etnis, agama, dan 
semacamnya, baik dalam 
sikap dan perlakuan, gaji, 
maupun peluang untuk 
jabatan, pelatihan atau 
pendidikan lebih lanjut.  
g. Hak atas rahasia pribadi 
 
Kendati perusahaan punya 
hak tertentu untuk mengetahui 
riwayat hidup dan data pribadi 
tertentu dari setiap karyawan, 
karyawan punya hak untuk 
dirahasiakan data pribadinya 
itu. Bahkan perusahaan harus 
menerima bahwa ada hal-hal 
tertentu yang tidak boleh 
diketahui oleh perusahan dan 
ingin tetap dirahasiakan oleh 
karyawan. 
 
h. Hak atas kebebasan suara 
hati 
 
Pekerja tidak boleh dipaksa 
untuk melakukan tindakan 
tertentu yang dianggapnya 
tidak baik: melakukan korupsi, 
                                                          
35 Ibid, hal. 169-170. 
36 Ibid, hal. 170. 
menggelapkan uang 
perusahaan, menurunkan 
standar atau ramuan produk 
tertentu demi memperbesar 
keuntungan, menutup-nutupi 
kecurangan yang dilakukan 
perusahaan atau atasan.37  
 
Perlindungan pekerja/buruh 
juga dapat dilihat pada 
Putusan MK Nomor 27/PUU-
IX/2011yang ditindaklanjuti 
dengan Surat Edaran Tentang 
alih daya (outsourcing) Nomor 
B.31/PHIJSK/I/2012.  
 
Putusan MK ini memberi 
implikasi pada kepentingan 
pekerja/buruh yaitu semakin 
terlindungi hak-haknya 
sebagai pekerja/buruh dengan 
adanya prinsip pengalihan 
tindakan 
perlindungan (prinsip Transfer 
of Undertaking Protection of 
Employment atau TUPE),  
sebagaimana dicantumkan 
pada butir (3.18) pertimbangan 
hukum Putusan Mahkamah 
Konstitusi Perkara Nomor 
27/PUU-IX/2011 ("Putusan 
MK") yang menyatakan 
bahwa: dengan menerapkan 
prinsip pengalihan 
perlindungan, ketika 
perusahaan pemberi kerja 
tidak lagi memberikan 
pekerjaan borongan atau 
penyediaan jasa pekerja / 
buruh kepada suatu 
perusahaan outsourcing yang 
lama, dan memberikan 
pekerjaan tersebut kepada 
perusahaan outsourcing yang 
baru, maka selama pekerjaan 
yang diperintahkan untuk 
                                                          
37 Ibid, hal. 171. 
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dikerjakan masih ada dan 
berlanjut, perusahaan 
penyedia jasa baru tersebut 
harus melanjutkan kontrak 
kerja yang telah ada 
sebelumnya, tanpa mengubah 
ketentuan yang ada dalam 
kontrak, tanpa persetujuan 




bagi pekerja /buruh karena 
bertambahnya pengalaman 
dan masa kerjanya.38 
 
Selanjutnya, disebutkan 
bahwa: “...para pekerja 
outsourcing tidak diperlakukan 
sebagai pekerja baru. Masa 
kerja yang telah dilalui para 
pekerja outsourcing tersebut 
tetap dianggap ada dan 
diperhitungkan, sehingga 
pekerja outsourcing dapat 
menikmati hak - hak (upah) 
sebagai pekerja secara layak 
dan proporsional”. 
 
Selain perlindungan hukum 
terhadap pekerja / buruh, 
perlindungan hukum terhadap 
pengusaha juga sangat 
diperlukan mengingat 
peranannya sebagai penyedia 
lapangan kerja dan sebagai 
penggerak roda perekonomian 
suatu negara. Pekerja / buruh 
dan pengusaha adalah saling 
membutuhkan sehingga apa 
yang menjadi hak dan 
kewajiban masing-masing 
haruslah sama-sama 
                                                          
38 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-
IX/2011, Tentang permohonan Pengujian 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
butir (3.18) bagian pertimbangan hukum 
dilindungi. Dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, 
pengusaha mempunyai hak 
dan kewajiban dalam 
menjalankan usahanya. 
 
Hak pengusaha, antara lain:  
1. Membuat peraturan dan 
perjanjian kerja. Peraturan 
perusahaan dibuat secara 
sepihak oleh pengusaha 
dan perjanjian kerja dibuat 
bersama antara serikat 
pekerja/buruh dengan 
pengusaha atau persatuan 
pengusaha. Dalam hal ini 
karena peraturan dibuat 
sepihak materinya lebih 
memaksimalkan kewajiban 
pekerja  /buruh dan 
meminimalkan hak pekerja 
/buruh serta 
memaksimalkan hak 
pengusaha / majikan dan 
meminimalkan kewajiban 
pengusaha/majikan.39 
Namun peraturan dan 
perjanjian tersebut tetap 
mengacu pada ketentuan 
ketenagakerjaan yang 
berlaku. 
2. Hak untuk melakukan 
PHK. Pengusaha dapat 
memutuskan hubungan 
kerja terhadap pekerja 
/buruh sesuai dengan Pasal 
158, Pasal 163 sampai 
dengan Pasal 165.40 
3. Penutupan perusahan. 
Penutupan perusahaan 
didasarkan Pasal 146 
sampai dengan Pasal 149 
Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. 
4. Hak untuk membentuk dan 
menjadi anggota organisasi 
perusahaan. Ketentuan 
                                                          
39 H.R. Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum 
Perburuhan) yang telah direvisi, Jakarta: Restu 
Agung,  2009, hal. 89. 
40 Ibid, hal. 120. 
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mengenai organisasi 
pengusaha diatur sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku (Pasal 105 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 
2003 Tentang 
Ketenagakerjaan)41 
5. Berhak untuk menyerahkan 





kepada perusahaan lainnya 
melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan 
atau penyediaan jasa 
pekerja/buruh yang dibuat 
secara tertulis.42  
 
Kewajiban pengusaha adalah 
untuk memenuhi hak-hak dari 
pekerja/buruh seperti yang 
diuraikan diatas, antara lain: 
Hak atas pekerjaan, hak atas 
upah yang adil, hak untuk 
berserikat dan berkumpul, hak 
atas perlindungan keamanan 
dan kesehatan, hak untuk 
diproses hukum secara sah, 
hak untuk diperlakukan secara 
sama, hak atas rahasia pribadi, 
hak atas kebebasan suara hati. 
 
Putusan MK Nomor 27/PUU-
IX/ juga berimplikasi terhadap 
hak dan kewajiban pengusaha. 
Dengan adanya putusan ini 
semakin melegalkan 
outsourcing sehingga pengusaha 
tetap dapat menjalankan 
usahanya dengan sistem 
outsourcing. Namun dalam 
menjalankan outsourcing 
tersebut pengusaha juga harus 
benar-benar memperhatikan 
perlindungan bagi 
pekerja/buruh sesuai dengan 
syarat-syarat yang telah 
                                                          
41 Ibid, hal. 272.  
42 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan,  Op.Cit., Pasal  64. 
ditentukan. Berdasarkan 
uraian diatas, hendaklah 
pemerintah memperhatikan 
kepentingan semua pihak yang 
terlibat dalam ketenagakerjaan 
secara seimbang agar dapat 
memberikan perlindungan 
yang adil,  sehingga hubungan 
ketenagakerjaan dapat 
terpelihara dan berjalan 
dengan baik.  
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Perlindungan hukum dalam 
ketenagakerjaan didasarkan pada: 
Pembukaan UUD 1945 yaitu berdasarkan  
Pancasila; UUD 1945 yaitu: Pasal 27 ayat 
2, Pasal 28 D ayat 1, ayat 2 , Pasal 33; 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan; Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 27/ PUU-
IX/2011 yang ditindaklanjuti dengan Surat 
Edaran Menakertrans No. 
B.31/PHI.JSK/I/2012, Tentang 
Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT), Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 
Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat. 
Namun pada praktek belum dapat 
terwujud mengingat posisi pemberi kerja 
dengan pekerja/buruh berada dalam posisi 
tidak seimbang, pemberi kerja berada 
dalam posisi yang kuat, sedangkan 
pekerja/buruh sebagai yang membutuhkan 
pekerjaan berada dalam posisi yang lemah 
sehingga cenderung menuruti syarat yang 
diajukan oleh pemberi kerja. Hal ini sering 
menimbulkan masalah ketengakerjaan 
bahkan berujung sampai ke pengadilan. 
 
Untuk menjaga kepentingan yang berbeda 
diantara keduanya dibutuhkan intervensi 
pemerintah melalui perundang-undangan, 
pengawasan dan penegakan hukum 
ketenagakerjaan. Perlindungan hukum 
diberikan bagi pekerja/buruh untuk 
mendapatkan hak-haknya, disisi lain 
pengusaha juga membutuhkan 
perlindungan hukum mengingat 
peranannya sebagai penyedia lapangan 
kerja dan sebagai penggerak roda 
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perekonomian suatu negara. 
Pekerja/buruh dan pengusaha adalah 
saling membutuhkan sehingga apa yang 
menjadi hak dan kewajiban masing-masing 
haruslah sama-sama dilindungi dengan 
adil sehingga hubungan ketenagakerjaan 
dapat terpelihara dan berjalan dengan baik. 
 
Untuk mewujudkan perjanjian kerja 
outsourcing yang adil bagi para pihak, 
dibutuhkan intervensi pemerintah dengan 
membuat regulasi yang lebih memadai, 
pengawasan dan penegakan hukum lebih 
ditingkatkan. Apabila timbul masalah 
dalam perjanjian kerja outsourcing, maka 
hakim yang menangani tidak 
mengeluarkan putusan yang hanya 
didasarkan pada perjanjian semata yang 
telah didasari kebebasan berkontrak dan 
konsensualisme, namun harus 
memperhatikan keselarasan dari seluruh 
prinsip-prinsip yang ada dalam hukum 
perjanjian demi mewujudkan perlindungan 
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